
BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

TENAGA AHLI BUPATI NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati
selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan
pembangunan di daerah yang terangkum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga
Ahli Bupati Nagan Raya;

b. Bahwa tenaga ahli dimaksud diharapkan mampu
menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap
permasalahan penyelenggaraan pemerintahaan dan
pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan
dengan pengambilan keputusan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya perlu
disesuaikan dengan dinamika dengan perkembangan
sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan acbagalmana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditet9.pka.n
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe

Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana

V
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI NAGAN RAYA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Nagan Raya (Berita
Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 347),
diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :
(1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan

keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.

(2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang dapat diisi
2 (dua) orang.

Pasal II
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal ÿ8 Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H

/A BUPATI NAGaL RAYA,

V VTM. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal ÿ Desember 2020 M

Jÿf Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYAj

ARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR :

W


